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TENTANG

PENUNJUKAN OTORISATORDAN ORDONATOR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2003

BUPATI SUMEDANG,

bahwa dalam rangka tercipta tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah, maka perlu menunjuk otorisator

dan ordonator

yang bertanggungjawab aas penerimaan, pengeluaran, pengurusan,

pengawasan dan
pengendaliankeuangan daerah;

bahwaberdasarkan pertimban gansebagaimana dimaksud butiradi
atas, maka penunjukan otorisator dan ordonator perlu dite tapkan

dal am Keputusan Bupati;

enimbang

b.

Undang-undang Nomor 14 Tahun1950 tentangPemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan JawaBara
1.

engingat

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme;

3.

Perahuran Pemerintah Nomor 105 Tahun2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungj awaban Keuangan Daerah,

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2003

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2003;

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertangsungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan

Perhitungan Anggaram Pendapatan dan Belanja Daera

lemperhatikan



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menunjuk para pejabst sebagai Otorisstor dan vdomator di hingymgan

Pomerintah Kabupaton SumedangTahun Anggran2903, donguu dat
sebagaimana torcantum dalam lumpiran Kapulusan ini,

PERTAMA

Otorisator dan Ordonator gebagaimana dimaksud
dium PKTAMA

Keputusan ini berwenang untuk menandalng
Surat Keputusan Otorigai (SK0%

b

KEDUA

a
SuratPerintahMembayar Uang (SPMO),
Kuitansi Bantuan Propinai;

Dattar Penguji SuratPeritah Mombayar Uang (SPMU),

SuratKetorungan Penghentim Pombayaran (GSKPP) Gaji

Cek/Giro Bank;

Surat Permintaan Pembayaran Langung GPP-1B) da DAI,
DAR, dan DanaPenyeimbang Bagi Hasil

Pajak,
SuratPengeeahan Pertanggungjawabn

Belanja.

0.

d.

e.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

6 Janaarn 2003

BUPATISUMDANG,

MitBACH
UMED

SALINAN

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumodang,

2
3. Yth Kepala Dinas/Badan/Lembaga

se Kabupaten Sumedang;

4. Yth. ParaKepala bagian pada Setda Kabupaten Sumedang,

Yth Pimpinan BankJabar Cabang Sumedang.

Yth Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
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